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ABSTRAK  - Dalam melakukan pemenuhan kebutuhan organisasi, Mahkamah Agung 
memiliki kewenangan untuk mengatur pengadaan hakim sebagaimana 
yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dimana 
pengadaan hakim dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan calon 
pegawai negeri sipil. Sebelumnya, Mahkamah Agung pernah menerbitkan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan 
Hakim. Akan tetapi, Peraturan Mahkamah Agung tersebut sudah tidak 
dapat memenuhi kebutuhan di Mahkamah Agung pada saat ini, sehingga 
perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengadaan 
Hakim. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Mahkamah Agung ini adalah UU No. 14 Tahun 1985 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 
2009; UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan UU No. 49 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009; UU No. 
7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU 
No. 50 Tahun 2009; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 
11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; 
Perpres No. 13 Tahun 2005; Perpres No. 14 Tahun 2005; Perma No. 7 Tahun 
2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perma No. 
2 Tahun 2020; Perma No. 2 Tahun 2017. 
 

  - Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur tentang perubahan atas 
Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya mengenai pengadaan hakim. 
Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan penyesuaian terhadap 
perkembangan dan kebutuhan hukum. Dalam peraturan ini, terdapat 
beberapa perubahan yang meliputi ketentuan umum, sumber rekrutmen 
Calon Hakim, tahapan pelaksanaan pengadaan Hakim, serta pengangkatan 
Calon Hakim menjadi Hakim dan penetapan Calon Hakim yang tidak lulus 
pendidikan Calon Hakim sebagai Analis Perkara Pengadilan. Selain itu, Pasal 
mengenai penetapan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri 
Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim ditetapkan oleh Sekretaris 
Mahkamah Agung dihapus dari Peraturan Mahkamah Agung ini.  
 

CATATAN : -  Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
16 Juni 2021 dan ditetapkan tanggal  11 Juni 2021. 

  -  Ketentuan yang diubah meliputi Pasal 1; ayat (2) Pasal 2; Pasal 3; Pasal 7. 
Sedangkan pasal yang dihapus adalah Pasal 6. 

 
 


